BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

1.

2.

Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

Secara keseluruhan Pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PEM) di Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang sudah
berjalan dengan baik, karena setiap tahapannya mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan
pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Walikota
Kupang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Kota Kupang.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadi tunggakan dalam
pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu :

e Faktor Internal : Kurangnya Komunikasi antara Pihak LPM dan
Masyarakat Penerima Dana PEM, Sanksi yang diberikan kepada
penerima dana PEM yang menunggak kurang tegas.

e Faktor Eksternal : Pendapatan dari usaha yang dijalankan tidak

menentu, Kurangnnya pengembangan usaha masyarakat.

6.2. SARAN

1.

Bagi Kelurahan atau bagian LPM untuk lebih meningkatkan lagi kinerja
dalam pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini, lebih

menjalin komunikasi yang lebih sering lagi dengan para pengguna dana
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PEM, dan lebih tegas lagi dalam pemberian sanksi kepada para pengguna
dana PEM yang menunggak, sehingga kedepannya jumlah penunggak

. semakin berkurang.

. Bagi masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
diharapkan agar lebih kreatif dalam mengembangkan usaha sehingga
pendapatan usaha mengalami kemajuan agar dalam pengembalian pinjaman

dana tersebut tidak terjadi penunggakan lagi.
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